BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Menimbang

Mengingat

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah, maka tata cara pelaksanaan konfirmasi
status wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban
pajak di Kabupaten Mempawah, perlu diatur dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata cara Pelaksanaan
Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan
Kewajiban Pajak di Kabupaten Mempawah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);




12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI
KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.
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Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Mempawah.

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMKUKMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal, Koperasi dan UKM dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Mempawah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Mempawah.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP
Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP
adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib
Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka
pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik
tertentu pada Perangkat Daerah.




12. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan
dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14, Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku
usaha untuk memulai dan menjalankan dan/atau kegiatan dan
diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

BAB Il
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib
Pajak, meliputi jenis izin/perizinan berusaha yang termasuk dalam
sektor :

izin usaha sektor perdagangan;

1zin usaha sektor pariwisata;

izin usaha sektor perhubungan;

izin usaha sektor perikanan;

izin usaha sektor pekerjaan umum dan tata ruang;

izin usaha sektor industri;

izin usaha sektor pertanian;

izin usaha sektor perumahan, pemukiman;

izin usaha sektor kesehatan;

izin usaha sektor pendidikan dan kebudayaan;

izin usaha sektor komunikasi dan informatika;

izin usaha sektor lingkungan,

m. izin usaha sektor ketenagakerjaan.

ERTETR e AN O

(2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib
pajak dengan status valid.

Pasal 3

(1) Selain Konfirmasi Status Wajib Pajak, terhadap pemohon layanan
publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), juga
dilakukan penelitian dalam hal pemenuhan kewajiban Pajak daerah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
a. PBB-P2;
b. BPHTB, dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) apabila pemohon layanan publik sudah melampirkan :
a. Bukti lunas PBB-P2 tahun terakhir;
b. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dalam hal terjadi pengalihan
kepemilikan.
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BAB 111
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

(1) Sf_-tiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan
di Daerah wajib memiliki status wajib pajak atau NPWP di Daerah.

(2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib
Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.

(3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP,
maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk
mendapatkan surat keterangan.

Pasal 5

(1) DPMKUKMPTSP sebagai pelaksana layanan publik tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan konfirmasi
status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban
Pajak Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu.

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah
terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak
atau aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Penelitian tehadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem PBB-P2 dan

BPHTB pada BPPRD.
(4) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

Untuk kepentingan Konfirmasi Status Wajib Pajak serta mengoptimalkan
penerimaan  dana bagi hasil pajak dan penerimaan pajak
daerah, DPMKUKMPTSP, KPP Pratama dan BPPRD dapat melakukan
kegiatan bersama untuk mendapatkan informasi yang akurat dari wajib

pajak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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KABUPATEN MEMPAWAH.

3 TAHUN 9030 NOMOR .20, .




